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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2014

UNIT TRANSFUSI DARAH, BANK DARAH RUMAH SAKIT, DAN JEJARING
PELAYANAN TRANSFUSI DARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37, Pasal 39
ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 42
ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pelayanan Darah, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kesehatan tentang Unit Transfusi Darah, Bank
Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi
Darah dengan Peraturan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);
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4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3637);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2011 tentang
Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 18,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5197);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG UNIT
TRANSFUSI DARAH, BANK DARAH RUMAH SAKIT, DAN
JEJARING PELAYANAN DARAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang
memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan
kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.

2. Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang
meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah,
penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis
pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit
dan pemulihan kesehatan.
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3. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI, adalah
organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang
kepalangmerahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

4. Unit Transfusi Darah, yang selanjutnya disingkat UTD, adalah fasilitas
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonor darah,
penyediaan darah, dan pendistribusian darah.

5. Bank Darah Rumah Sakit, yang selanjutnya disingkat BDRS, adalah
suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas
tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam
jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah
sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

6. Pendonor Darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau
komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit
dan pemulihan kesehatan.

7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada Kementerian
Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pembinaan
Sarana Kesehatan.

8. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan, Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan.

BAB II

UTD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) UTD hanya diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
atau PMI.

(2) UTD yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berbentuk unit pelaksana teknis atau unit
pelayanan di rumah sakit milik Pemerintah.

(3) UTD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk lembaga teknis daerah, Unit
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pelaksana teknis daerah, atau unit pelayanan di rumah sakit milik
pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Jenis UTD

Pasal 3

(1) Berdasarkan tingkatannya, UTD terdiri atas UTD:

a. tingkat nasional;

b. tingkat provinsi; dan

c. tingkat kabupaten/kota.

(2) Berdasarkan kemampuan pelayanan, UTD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a. kelas utama;

b. kelas madya; dan

c. kelas pratama.

Pasal 4

(1) UTD tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf a harus memiliki kemampuan pelayanan kelas utama.

(2) UTD tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah
1 (satu) di Indonesia dan ditetapkan oleh Menteri.

(3) UTD tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
tugas:

a. menyusun perencanaan kebutuhan darah;

b. melakukan pengerahan dan pelestarian pendonor darah;

c. melakukan penyediaan darah dan komponen darah;

d. melakukan pendistribusian darah;

e. melakukan pelacakan penyebab reaksi transfusi atau kejadian
ikutan akibat transfusi darah;

f. melakukan pemusnahan darah yang tidak layak pakai;

g. melakukan pembinaan teknis dan pemantauan kualitas pelayanan
darah di tingkat provinsi;

h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;

i. pusat rujukan nasional untuk pelayanan transfusi darah yang
melayani rujukan pemeriksaan, rujukan pengetahuan, rujukan
informasi dan data;

j. pusat penelitian dan pengembangan dalam penapisan teknologi



2014, No.17565

transfusi darah untuk penerapan yang sesuai dengan kebutuhan
setempat;

k. koordinator sistem jejaring penyediaan darah dalam merancang
jejaring pelayanan transfusi darah lintas wilayah dalam bentuk
sistem informasi teknologi dan bekerja sama dengan UTD negara-
negara lain dan lembaga swadaya masyarakat;

l. koordinator pengumpulan plasma tingkat nasional;

m. melakukan penyediaan logistik; dan

n. penyediaan darah pendonor secara nasional.

Pasal 5

(1) Berdasarkan peraturan menteri ini UTD PMI Pusat Jakarta di
tetapkan sebagai UTD tingkat nasional dengan kelas utama.

(2) Pemerintah dan PMI bertanggung jawab terhadap pembiayaan
penyelenggaraan Pelayanan Darah pada UTD tingkat nasional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan UTD tingkat
nasional diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

(1) UTD tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b harus memiliki kemampuan pelayanan paling rendah kelas
madya.

(2) UTD tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas:

a. menyusun perencanaan kebutuhan darah;

b. melakukan pengerahan dan pelestarian pendonor darah;

c. melakukan penyediaan darah dan komponen darah;

d. melakukan pendistribusian darah;

e. melakukan pelacakan penyebab reaksi transfusi atau kejadian
ikutan akibat transfusi darah;

f. melakukan pemusnahan darah yang tidak layak pakai;

g. menyediakan darah pendonor;

h. melakukan pembinaan teknis dan pemantauan kualitas
pelayanan darah tingkat kabupaten/kota;

i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;

j. pusat rujukan tingkat provinsi untuk pelayanan transfusi darah
yang melayani rujukan pemeriksaan, rujukan pengetahuan,
rujukan informasi dan data;


